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ABSTRAK -

CATATAN : -

Untuk meningkatkan tertib hukum dan tertib administrasi dalam
penggunaan nama Yayasan agar tercipta kepastian hukum dan tidak
merugikan masyarakat, perlu mengubah ketentuan mengenai nama
badan hukum Yayasan. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan
Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan
Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan belum mengakomodir
pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, sehingga perlu diubah.
Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut, perlu menetapkan
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan
Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar
serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Perubahan Data Yayasan

Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah UU No.16 Tahun 2001
sebagaimana telah diubah dengan UU No0.28 Tahun 2004; UU No.39
Tahun 2008; UU No.17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan
UU No.16 Tahun 2017; PP No.63 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah
dengan PP No.2 Tahun 2013; PERPRES No.44 Tahun 2015;
PERMENKUMHAM No.29 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan PERMENKUMHAM No.24 Tahun 2018;
PERMENKUMHAM No.2 Tahun 2016.

Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata
Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan
Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan
Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juni
2019



